PERATURAN PEMERINTAH REi’UBLII{ INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2003
TENTANG
HAK KEUANGAN PID(IPI\'AN DAN '\\(‘GO TA
KOMISI PEMILIHAN U, 4 1 BESERTA PERANGK: u‘ PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM SERTA PI\'IPI\A\ DAN ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PRESID;EN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pemilihan umum anggota’ Dewan Perwakilun Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Propinsi dan Dewan ‘Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten’Kot
serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara lehih
;berkualitas dengan partisipasi rakvat scluas-luasnyva was Josar
prinsip demokratis, langsung, umum, -bebas, rahasia. Jujure wdil,
dan beradab yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat nasional. tetap, dun mandir;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihun
‘ i ; . .
Umum Kabupaten/Ko‘ta adalah pehksnna pemilihan winun i
Propinsi dan Kabupaten/Kow vimg merupakan bagian dari Konisi

Pemilihan Umum;

c. bahwa semua tahapan penyelenguaraun Pemilihan Umum disw asi
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum:

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurut b, dan hurut ¢ dan  dulam ranvi
melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 23 Tuhun

2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presicen

dipainkun




Mengingat

Menetapkan :

dipandang perlu mengatur Hak Keuangan Pimpinan dan Anvcon

Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat  Penvelopeoarn

Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Penuaeos

[

Pemilihan Umum dengan Peraturan Pemerintah:

L | |
‘1. Pasal 5 ayan§ (2) dan Pasal 22 E Undang-Uhdang Dasar 19.25;
| : ! !

| i : - o .
. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 teniany Pemiliban Unuan

RS

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilain Daerai,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negore Tabun

2003 Nomot 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277,
3 i

3. 'Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanyg Neuangon Neour

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tumbahan Leriars

Negara Nomor 4286):

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 teniang. Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Neaara Tabun 2003

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 431 1:

MEMUTUSKAN :
PERATURAN ‘PEMER:I NTAH TENTANG HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIMAN UMUM
BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA  PEMILIIAN
UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA  PANITIA
PENGAWAS PEMILIH’AN UMUNMI.

BAB T ..




BAB I

HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI, DAN KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Uang Kehormatan

Pasal 1 ‘

(1) Kepada Kenua Wakil Ixeum dan Anggota Komisi Pemilibun

Umum chbenkan uano l\ehmmdcan setiap bulan.

(2) Kepada Ketua dan Anqgom Komisi Pemilihan Umum Propins
dlbenkan uano kehormatan senap bulan.
[
l

(3) Kepada Ketda dan Anﬂoom Komisi Pemiliban Umum Koebupraren

Kota dlbenkan uang kehormatzm setiap bulan.

Pasal 2

(1) Besarnya Uang Kehormatan Kewa. Wakil Ketua. dan Angwoi
Komisi Pemilihan Umum sehagaimana dimaksud dalam Pasal |
ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Ketua dan Wakil Ketua : Rp 14.375.000.00
b. Anggota © Rp 12.500.000.00

(2) Besarnya Uang Kehormatan Kewa dan Anggon I\onnsz Pemilihon
Umum Propi:nsi sebagfaimana dimaksud dalam Pasal | asvar 2
adalah sebaga;i berikut :

a. Ketua : Rp 6.000.000.00

b. Anggota : Rp 35.000.000.00

{3} Besuinva




(3) Besarnya Uang Kehormatan Ketua dan Anggot Komisi o
| Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasu! i avye
(3) adalah sebagai berikut : ‘ .
a. Ketua © Rp 4.000.000.00

b. Anggota : Rp  3.000.000.00

Pasal 3
"Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i dan Pasaf 2
diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan Ketua., Wakii Ko, Jdon

Anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketwa dan Anggan Rogni

Pemilihan Umum Propinsi, dan Ketwa dun Anggota Komisi Pemniiiius
H . 1 .

Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
. 4 ! i
| ! i
|

Bagian Kedu:

Biaya Perjalanan Dinas
i T

@ } ¥ Pasal 4

ot | ;
(1) Kepada Ketua, ‘Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihun

Umum, Ketua dan Anggota Komisi Permilihan Umum Propinsi, don

Ketua dan Anggotra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ko,

[SESeE]

b LRI P

yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun dEoduar

negeri, diberikan biaya perjalanan dinas.
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimany dimaksud  dalam G

.l
< RSN

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perandang -ui

AR

yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negon
Sipil.

(3) Pelaksanaan ketentuan ;sebagaimana dimaksud dalam avai by Jdon
| B

ayat (2), diawir oleh Menteri Keuangan.

Bagian ..




REFUSLIK IMDONISIS

Bagian Ketiga
Uang Penghargaan

Pasal 5

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua. dan Anggota Komisi oo

Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Fropinsi dus
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum RKabupuaicn ™ R,
pada akhir masa jabatannya hérhak mendaputien von
penghargaan.

'(2) Besarnya uang penghargaun sehugaimuna dimaksud dalum oy o!.

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB 11
UANG KEHORMATAN PANITIA PENGAWAS PENITLIFAN UNMUM.
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSL DAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

. i ,
Pasal 6:

(1) Kepada Keti.la, Wakil Ke.tuu. dan Anggot Panitiz Pengawa.

Pemilihan Umum diberikan uang kehormatan setiap buluaa.

| .

2) K'epada Ketua dan Axﬁggom Panitia Pengawas Pemilihun Ui

Propinsi diberikan uang kehormatan setap bulan.
i

(3) Kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemiliban Ui,

Kabupaten/Kota diberikan uang kehormatan setiap bulu:..

Pasal 7

(1) Besarnya Uang Kehormatan Panitia Penzawas Pemilihan Cmues

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (1) adalah sebooys

berikut :
a. Kerua dan Wakil Ketua : Rp 3.5300.000.00

b. Anggota © Rp 3.000.000.00

ton
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(2) Besarnya Uang Kehormatan Panitia Pengawas Pemilibun L
Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat 2y adaiah

sebagai berikut :

a. Kewa : Rp 3.500.000.00
b. Anggota : Rp 3.000.000.00

i [SFEN]

(3) Besarnya Uang Kehormatan Panitia Pengawas Pemilihun Uinu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wvui 3y

- adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Rp " 2.300.000.00
b. Anggota . ©ORp o 2.000.000.00
BAB 111

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 .

Pelaksanaan Hak Keuangan

ot

bagi  Pimpinan; dan Angoowr Komisi

- . Dol . )

Pemilihan UmuT beserta Perafgkat Peavelendeara Pemilihan U
‘ jerang ) &8

b

serta Pimpinan |dan Anggota |Panitia Pengatvas Pemilihan Uiy

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

l’aslel 9

Dengan berlakuhya Peraturan Pemerintah  ini.  maka Ropuiisen

Presiden Nomor 116 Tahun 2001 tentang Honorariwm Bagi Mews,

Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum. dinvatabun G

berlaku.
Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulaj berlaky pada tanggal ditetapkan




Agar setiap "orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangu
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannyx dalam Lemiaras

' Negara Republik Indonesna

|
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2003

' PRESIDEN REPUBLIK INDONES] 4 b
ted.

MEGAWATI SOEKARNOPLUTR!

Diundangkan di Jakarta _
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

@ ud.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLII\ Ix\DO\ESI-\ TAHUN ’l NONMOP {43
|

'

Salinan sesuai dengan aslinya
bLl\RHIARIAT KABINET RI

e ,\"‘ siar
}\ep “FLB o Peraturan

dangan II




ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2003
TENTANG
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT

PENYELENGGARA PE\IILIH—\.\r U\IU\I SERTA PIMPINAN DAN
ANGGOTA PA\TI’iIA PF'\’G-\“ AS PEMILIHAN UMUM

I. UTMUM

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan wjuan untuk memilih wakii rakvu
dan wakil daerah serta Presiden dan Wakil Presiden guna untuk membeniuk
pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakvat dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana divmanatkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berdasurkan amanat Pusal 22 &

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1943,
Pemilihan Umum disclenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Vhnm v
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karenn i, Komisi Pemiliinus
Umum bertanggung jawab atas penyelenggarian Pemilihan Umum Angao
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwikilan Daerah. Presiden, dun
Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwukilan Rakyat Dazrah. Datam:
melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan luporen
dalam tahap penyelenggaraan Pemililﬁan Umum kepada Presiden dan Dewup

Perwakilan Rakyat. i
|

Dalam menyelenggarakan 3Pemiliha!n Umum. Komisi Pemilihan Uneon
dibant oleh Komisi Pemilihan Umym Propinsi dan Komisi Pemitihan Umuam
Kabupaten/Kota  sebagai pelaksana  Pemiliban  Umum  di Pronis.

dan Kabupaten/Kota yang bersangkman vang bersifat tetap (permancns Jon

Mempuiad




- 2 -

mempunyaj Sekretariat yang mempunyai fungsi melayani tugas, wewenang dan

S

kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dun
Komisi Pemilihan Umum Kabupatew/Kotr.  Komisi Pemilibun - U
Kabupaten/Kota dalam melaksanakun Pemilihan Unuon di Kabupaten Ko
yang bersangkutan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Y. Punitn

Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara P-smungumn Suura

Lie

(KPPS). Sedangkan bagi Warga Negara Republik Indonesia vang beradu

luar negeri,-di setiap perwakilan Indonesia dibentuk Punitia Pemilihan Lo

Negeri (PPLN) dan I\elompok Pen\'elentfqar;i Pemungutan Suary Luar Noveri

(KPPSLN). PPK, PPLN,]PPS dan KPPS/KPPSLN adakuh badan nelutsis

p
Pemilihan Umum yang 'bersn‘at sementara (ad hoc). Unwuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan asas Pemilihun Unmium Jun
berdasarkan peramraﬁ perundang-undangan. Komisi Pemilihan  Usian
membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang keberadaannva sesoud

dengan tingkatannya sampai dengan wilayah Kecamatan,

Mengingat besarnya cakupan tugas Komisi Pemilihan Umum dan b
Pelaksana Pemilihan Umum yang berada di bawahnva, maka sumber keg:: noun
Komisi Pemilihan Umum dialokasikan dari Anggaran Pendapatin dan Beionja

Negara (APBN). Dengan mendasarkan kepada  cakupan  twgas Komsis

Pemitihan Umum tersebut serta twjuan penyelenggaraan Pemiliun Ui

yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dun memperoich

dukungan rakyat dalam rangka mewujudkun wivan nasiona!, periv di NRIANEE

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemitihan Umum posorin

Perangkat Penyelenggara Pcmilih'm Umume serte Phmpinan dan A TORTIR

Panitia  Pengawas Pumhlmn Umunr mLLzan Pu.nux.m*l’mn;rim;lix. o

Lty
il

kedudukan demikian, Hak I\cmn"an mepm e dan Angg e Komisi Pemiliha

'




t

P i
1 : '
Umum be.J;erta Perangkat ’Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan
o i : .
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum ditetapkan dengan Peratur
Pemerintah yang disusun dengan memperhatikan peraturan gaji Peimosi

Negeri Sipil serta prinsip-prinsip keuangan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 N
Cukup jel@#

'

i
-
(|

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ‘

Cukup jelas

Pasal 7 ..




.
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. PRESIDIN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Pasal 8

|
Cukup jélas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

.
[
[
[
L

TAMBAHAN LEL\:'IBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4333
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